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<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional Indonesia, khususnya di bidang
obat-obatan menjadi penting, setidak-tidaknya karena tiga alasan. Pertama, keuntungan ekonomi, Kedua,
keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan Ketiga, perlunya perlindungan hak-hak masyarakat lokal.
Indonesia yang memiliki potensi sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya
temyata belum menikmati secara ekonomi atas hasil dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Dari berbagai
data yang ada menunjukkan bahwa yang menikmati keuntungan ekonomis dari pemanfaatan pengetahuan
tradisional adalah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Negara-negara maju
memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan rezim Hak Kekayaan Intelektual sebagai sarana melindungi
teknologi dan kreas intelektual mereka, termasuk teknologi yang digunakan dalam memanfaatkan
pengetahuan tradisional, khususnya di bidang obat-obatan. Sistem World Trade Organization (WTO)
merupakan sarana yang sangat ampuh bagi negara-negara maju untuk memaksa negara-negara berkembang
melindungi teknologi merekaitu. Dalam hal ini negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat telah
menerapkan standard ganda. Di satu sisi mereka sangat kuat memperjuangkan perlindungan HK1 bagi
teknologi dan industri mereka, pada sisi yang lain, mereka enggan mengakui hak-hak masyarakat lokal atas
karyaintelektual mereka. HKI tidak untuk melindungi hak-hak masyarakat, melainkan untuk melindungi
hak-hak individual atas kepentingan ekonomis dari pemanfaatan kreasi individu pencipta atau penemunya.
Pada saat yang sama masyarakat lokal sendiri tidak mengetahui atau bahkan tidak peduli adanya
kepentingan ekonomis dari pemanfaatan pengetahuan tradisional mereka. Kondisi ini tentu sgja
menimbulkan adanya rasa ketidakadilan bagi negara-negara berkembang. Rasa ketidakadilan ini semakin
menguat ketika negara-negara maju menolak untuk mengakui adanya hak kolektif masyarakat tradisional
(indigenous and local community) atas pengetahuan tradisional mereka. Selain itu, keberadaan berbagai
kesepakatan internasional juga belum banyak membantu upaya melindungi hak dan kepentingan masyarakat
lokal. Ini berarti masyarakat lokal di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, belum dapat berharap
banyak dari rezim hukum internasional untuk menyediakan perangkat yang dapat melindungi kepentingan
mereka. Dengan demikian, perlu adainisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk mulai memikirkan dan
menyiapkan sistem perlindungan yang tepat bagi pengetahuan tradisional dari masyarakatnya, mengingat
masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan memiliki nilai
ekonomis. Masyarakat tidak pernah berpikir bahwa apabila pengetahuan mengenai obat-obatan tradisional
itu dikelola sebagai komoditi perdagangan, akan mendatangkan keuntungan ekonomi. Beberapa langkah
yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah Pertama, meninjau kemungkinan untuk menggunakan rezim
HKI bila dimungkinkan untuk melindungi pengetahuan tradisional; Kedua, menciptakan sistem
perlindungan sui generis; Ketiga, mempersiapkan dan melaksanakan sistem dokumentasi yang tepat bagi
pengetahuan tradisional; Keempat, melakukan upaya-upaya untuk melestarikan, mengembangkan,
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mempromosikan penggunaan pengetahuan tradisional untuk kepentingan dan keuntungan masyarakatnya,
serta menciptakan sistem pembagian manfaat yang tepat atas penggunaan pengetahuan tradisional tersebut.
Upayaitu perlu mendapat dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kepedulian
terhadap pelindungan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional mereka.



